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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.
926/VIII/2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan
Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2018:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 300 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dirinci dalam
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun
Anggaran 2018;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri
Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang ...




10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5219);

12. Peraturan ...




12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Tahun 2018 Nomorl).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 111.900.731.074,40
2. Pendapatan Transfer Rp. 1.312.460.192.518,10
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 66.167.240.000,00
Jumlah Pendapatan Rp. 1.490.528.163.592,50




b. Belanja
1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Bagi Hasil Kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintah

Daerah

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten /Kota/
Pemerintah Desa dan Partai Politik

h. Belanja Tidak Terduga

Mo po o

Jumlah Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Langsung
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja
c. Pembiayaan
1. Penerimaan
2. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan anggaran

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Rp. 547.585.465.192,00
Rp.

Rp.

Rp. 4.370.400.000,00
Rp. 0,00
Rp. 3.571.092.106,00
Rp. 222.966.225.616,00
Rp. 645.735.944,00
Rp. 779.138.918.858,00
Rp. 33.003.537.876,00
Rp. 360.732.880.748,00
Rp. 138.092.690.423,58
Rp. 531.829.109.047,58
Rp. 1.310.968.027.905,58
Rp. 68.037.301.606,52
Rp. 0,00
Rp. 68.037.301.606,52
Rp. 247.597.437.293,44

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci

lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5 ...



Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
ada tanggal 83 Aeustus 19

Diundarigkan-di-Rengat 0/
pada tanggal 83 AGuftug 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

-
~

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 6L_f :

M



NOMOR
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

: () Tahun 2019
2 83 Agustus 2019

LAMPIRAN | : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian Cat. ANGGARAN Realisasi % Rasio Realisasi
2018 2018 2017
1 2 3 4 5 6
PENDAPATAN 5.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.1.1.a
Pendapatan Pajak Dazrah 5.1.1.a.1 29.114.774.978,30 41.344.635.977,45 142,01 31.137.130.885,08
Pendapatan Retribusi Daerah 5.1:1.a.2 3.865.463.675,81 4.719.562.588,00 122,10 4.573.794.961,50
Pendapatan Hasil Pergelolaan Kekayaan |5.1.1.a.3 1.657.595.771,00 1.651.113.295,00 99,61 1.657.595.771,00
Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Seh 51.1a4 72.041.196.633,00 64.185.419.213,85 89,10 122.297.336.199,88
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 106.679.031.058,11 111.900.731.074,40 104,88 159.665.857.817,46
PENDAPATAN TRANSFER 5.1.1.b
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA 5.1.1.b.1
PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak 92.616.696.000,00 86.882.825.819,00 93,81 72.926.067.487,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 140.682.165.000,00 161.991.433.553,00 115,15 150.116.156.138,00
Dana Alokasi Umum 646.609.433.000,00 646.609.433.000,00 100,00 630.242.304.000,00
Dana Alokasi Khusus 198.259.495.000,00 162.440.212.758,00 81,93 198.761.793.921,00
Jumiah Pendapatan Transfer Dana 1.078.167.789.000,00| 1.057.923.905.130,00 98,12 1.052.046.321.546,00
Perimbangan
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 5.1.1.b.2
Dana Otonomi Khusus 0,00
Dana Penyesuaian 200.391.302.000,00 140.433.275.000,00 70,08 138.450.141.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - 200.391.302.000,00 140.433.275.000,00 70,08
< 138.490.141.000,00
Lainnya
TRANSFER PEMERINTAH PROVINS! 5.1.1.b.3
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 72.590.016.127,91 95.692.141.388,10 131,83 84.683.277.188,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau 22.021.110.000,00 18.410.871.000,00 83,61 32.850.959.852,90
Pemerintah Daerah Lainnya
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 94,611.126.127,91 114.103.012.388,10 120,60 117.534.237.040,80
Total Pendapatan Transfer 1.373.170.217.127,91| 1.312.460.192.518,10 95,58 1.308.070.699.586,90
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 5.1.1.c
Pendapatan Hibah 3.500.000.000,00 66.167.240.000,00 1.890,49 934.000.000,00
Pendapatan Dana Darurat 0,00
Pendapatan Lainnyz 0,00
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah 3.500.000.000,00 66.167.240.000,00 1.850,49 934.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.483.349.248.186,02| 1.450.528.163.592,50 100,48 1.468.670.557.404,36
BELANIA 5.1.2
BELANJA OPERASI 5.1.2.a
Belanja Pegawai 5.1.2.a.1 607.949.834.784,14 547.585.465.192,00 30,07 512.575.095.407,00
Belanja Barang dan Jasa 5.1.2.a.2 445.930.695.966,14 393.736.418.624,00 88,30 428.579.842.073,40
Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00
Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00
Belanja Hibah 5.1.2.a.3 7.527.400.000,00 4.370.400.000,00 58,06 13.185.725.750,00
Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 0.00
Jumlah Belanja Operasi 1.061.407.930.750,28 945.692.283.816,00 89,10 954.344.663.230,40
BELANJA MODAL 5.1.2.b
Belanja Tanah 5.1.2.b.1 0,00 0,00 0,00 198.840.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin 5.1.2.b.2 46.918.135.245,20 42.916.028.646,58 91,47 35.279.936.617,26
Belanja Gedung dan Bangunan 5.1.2b3 41.098.535.122,00 34.901.340.957,00 84,92 68.059.285.338,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.1.2.b.4 83.467.262.261,17 59.959.035.820,00 71,84 142.302.416.276,00
Belanja Aset Tetap Lainnya 5.1.2.b.5 591.544.000,00 316.285.000,00 53,47 1.846.288.950,00
Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00
Jumlah Belanja Modal 172.075.476.628,37 138.092.690.423,58 80,25 247.686.767.181,26




Uraian Cat. ANGGARAN Realisasi % Rasio Realisasi
2018 2018 2017
1 2 3 4 5 &
BELANJA TAK TERDUGA 5.1.2.¢
Belanja Tak Terduga 10.658.240.240,65 645.735.944,00 6,06 846.149.101,00
Jumlah Belanja Tak Terduga 10.658.240.240,65 645.735.944,00 6,06 846.149.101,00
Jumlah Belanja 1.244.141.647.619,30 1.084.430.710.183,58 87,16 1.202.877.579.512,66
TRANSFER 5.1.2.d
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA 5.1.2.d.1
Bagi Hasil Pajak 3.200.000.000,00 3.113,713.080,00 97,30 2.462.831.850,00
Bagi Hasil Retribusi 1.082.147.513,00 457.379.026,00 42,27 968.670.696,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00
Jumliah Transfer Bagi Hasil Ke Desa 4.282.147.513,00 3.571.092.106,00 83,38 3.431.502.546,00
TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN 5.1.2.d.2
Bantuan Keuangan ke Pemerintah
Daerah Lainnya G,00 Bl 00
Bantuan Keuangan Lainnya 1.148.757.000,00 1.108.750.000,00 96,52 844.664.000,00
Bantuan Keuangan Ke Desa 234.108.392.771,72 221.857.475.616,00 94,77 228.180.276.854,00
Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan 235.258.149.771,72 222.966.225.616,00 94,78 225.024.940.854,00
Jumlah Transfer 239.540.297.284,72 226.537.317.722,00 94,57 232.456.443.400,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 1.483.681.944.904,02| 1.310.968.027.905,58 88,36 1.435.334.022.912,66
SURPLUS/DEFISIT 5.1.3 -332.696.718,00 179.560.135.686,92| -53.971,12 33.336.534.491,70
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SiLPA 5.383.389.018,00 68.037.301.606,52 1.263,84 34.700.767.114,82
Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
Hasil Penjualan Kekayzan Daerzh yang 0,00 0,00 0,00
Dipisahkan
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah 0,00 0,00 0,00
Pusat
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah 0,00 0,00 0,00
Daerah Lainnya
Penerimaan Kembali P'utang 0,00 0,00 0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non 0,00 0,00 0,00
Permanen Lainnya
Jumlah Penerimaan 5.383.389.018,00 68.037.301.606,52 1.263,84 34.700.767.114,82
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 3.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - 0,00 0,00 0,00
Pemerintah Daerah Lainnya
Pemberian Pinjaman Daerah N~ 0,00 0,00 0,00
Jumlah Pengeluaran 300.000.000,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETO 5.1.4 2.0837383.018,00 68.037.301.606,52 3.265,70 34,700.767.114,82
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 5.1.5 1.750.692.300; 247.597.437.293,44| 14.142,83 68.037.301.606,52

H. YOPI ARIANTO

BUPATI INDRAGIRI HULU




LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR “f Tahun 2019
TANGGAL : 33 Agustus 2019
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
LAPORAN PENJABARAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Organisasi :2.01 - PENDIDIKAN
Organisasi :2.01.01.00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PERIODE :1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018
Kods Rekening i Jumlah (Rp.) Bertambah/ (berkurang)
Anggaran Realisasi Jumlah %
2.01.2.01.01.00.00.01.4 PENDAPATAN 0.00 59,852,240,000.00 0.00| 0.00
2.01.2.01.01.00.00.01.41 Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00| 0.00
2.01.2.01.01.00.00.01.414 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0.00 0.00 0.00| 0.00
2.01.2.01.01.00.00.01.41410 | Pendapatan Dari Pengembalian 0.00 0.00 0.00| 0.00
2.01.2.01.01.00.00.01.4141009 | Pendapatan dari Pengembalian lain-lain 0.00 0.00 0.00 0.00
2.01.2.01.01.00.00.01.43 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 0.00 59,852,240,000.00 59,852,240,000.00| 0.00
2.01.2.01.01.00.00.01.431 Pendapatan Hibah 0.00 39,852,240,000.00 59,852,240,000.00 | 0.00
2.01.2.01.01.00.00.01.43101 | Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 0.00 59,852,240,000.00 59,852,240,000.00 | 0.00
2.01.2.01.01.00.00.01.4310102 | Hibah Pemerintah Provinsi 0.00 59,852,240,000.00 99,852,240,000.00 |  0.00
BELANJA DAERAH 455,773,046,041.14 411,637,478,460.00 (44,135,567,581.14) | 90.32
2.01.2.01.01.00.00.02.51 Belanja Tidak Langsung 329,622,343,690.14 291,238,261,141.00 (38,384,082,549.14) | 88.36
2.01.2.01.01.00.00.02.511 | Belanja Pegawai 329,622,343,690.14 291,238,261,141.00 (38,384,082,549.14) | 88.36
2.01.2.01.01.00.00.02.51101 | Gaji dan Tunjangan 201,000,069,690.14 185,263,689,167.00 (15,736,380,523.14) | 92.17
2.01.2.01.01.00.00.02.5110101 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 154,278,676,380.95 142,797,882,210.00 (11,480,794,170.95) | 92.56
N.E.N.E.E.oobo.am.g::ow Tunjangan Keluarga 15,154,112,631.95 14,454,824,716.00 (699,287,915.95)| 95.39
2.01.2.01.01.00.00.02.5110103 | Tunjangan Jabatan 1) 228,690,000.00 233,290,000.00 4,600,000.00 | 102.01
2.01.2.01.01.00.00.02.5110104 | Tunjangan Fungsional 13,716,318,000.00 13,350,863,000.00 (365,455,000.00) | 97.34
2.01.2.01.01.00.00.02.5110105 | Tunjangan Fungsional Umum 1,199,030,000.00 1,038,630,000.00 (160,400,000.00) | 86.62
2.01.2.01.01.00.00.02.5110106 | Tunjangan Beras 1) 8,308,022,400.00 7,910,436,600.00 (397,585,800.00) | 95.21
2.01.2.01.01.00.00.02.5110107 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2,901,953,852.94 302,904,734.00 (2,599,049,118.94) | 10.44

\

slan Realisast Anggaran ( 2.01.01.00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan )

Halaman 1




Jumlah (Rp.)

Bertambah/ (berkurang)

Kode Rekening Uraian
: Anggaran Realisasi Jumlah %
5.01.5.06.19.00.04.17.522 | Belanja Barang dan Jasa 15,712,400.00 15,712,400.00 0.00( 0.00
5.01.5.06.19.00.04.17.52201 | Belanja Bahan Pakai Habis 412,400.00 412,400.00 0.00| 0.00
5.01.5.06.19.00.04.17.5220101 Belanja Alat Tulis Kantor 412,400.00 412,400.00 0.00 0.00
5.01.5.06.19.00.04.17.52206 | Belanja Cetak dan Penggandaan 2,300,000.00 2,300,000.00 0.00( 0.00
5.01.5.06.19.00.04.17.5220601 | Belanja Cetak 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00( 0.00
5.01.5.06.19.00.04.17.5220602 Belanja Penggandaan 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00
5.01.5.06.19.00.04.17.52211 | Belanja Makanan dan Minuman 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00| 0.00
5.01.5.06.19.00.04.17.5221102 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 0.00

BELANJA DAERAH 2,273,270,466.93 2,094,701,003.00 (178,569,463.93) | 92.14
PEMBIAYAAN DAERAH 0.00 0.00 0.00( 0.00
SURPLUS/DEFISIT (178,569,463.93) | 92.14

ﬁ.wqw,wqcbmm.w?/ (2,094,701,003.00)
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